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BAB IV
KESIMPULAN

Di Indonesia sendiri, sudah banyak aturan yang mengatur hak-hak
perempuan baik dalam bentuk peraturan perundangan-undangan maupun berbagai
kebijakan. Beberapa konvensi internasional diratifikasi oleh Indonesia yang
kemudian diimplementasikan dikehidupan sehari-hari namun kenyataannya, masih
banyak hak perempuan yang belum sepenuhnya terpenuhi. Untuk meningkatkan
keterwakilan perempuan di politik khusunya perempuan dalam kekuasaan dan
pengambilan keputusan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu pihak saja. Ini
merupakan proses panjang serta dibutuhkan kesadaran dari masyarakatnya sendiri

tentang pentingnya kesetaraan gender.

KPPRI sebagai organisasi politik yang mewadahi perjuangan perempuan di
tingkat pusat sejauh ini sudah menjalankan tugasnya dan melakukan berbagai upaya
untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan
keputusan sebagai bentuk perwujudan dari Deklarasi Beijing. Upaya pertama ialah
mendukung terjadinya fraksi balkon yang dilakukan oleh gerakan perempuan non-
parlemen dan melakukan pemantauan serta mendesak berbagai pihak untuk
memasukkan kuota keterwakilan perempuan di pemerintah, termasuk KPU dan

Parpol sebagai perwujudan feminisme liberal.

Upaya kedua yang dilakukan KPPRI mengatasi isu ketidakadilan gender
perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan ialah melakukan
peningkatan kapasitas untuk bakal calon perempuan yang akan terlibat di
pemerintahan. Peningkatan kapasitas yang dilakukan mencakup pelatihan dan

diskusi agar bakal calon ini mampu bersaing ketika pemilu. Upaya ketiga yang
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dilakukan KPPRI ialah melakukan kerjasama dengan cara roadshow ke pimpinan
media massa untuk membantu KPPRI mewacanakan pentingnya kepemimpinan
perempuan. KPPRI menyadari bahwa kekuatan besar yang dimiliki oleh media
sangat besar, untuk mengubah perspektif masyarakat terhadap perempuan yang

terlibat di politik melalui pemberitaan media yang pro terhadap perempuan.

Dimulai sejak tahun pemilu tahun 2009 hingga 2014, keterwakilan
perempuan tidak pernah mencapai angka 30%. terkait memasukan kuota 30%
keterwakilan perempuan dalam parpol maupun pemilu sebagai Hal tersebut
dikemukakan Lolly melalui banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti
kentalnya budaya patriarki, beban ganda yang ditanggung perempuan yang terlibat
di ruang publik, pergantian antar waktu anggota dewan, kasus korupsi hingga
kemampuan perempuan itu sendiri. Terlepas dari berbagai upaya yang telah
dilakukan, KPPRI akan terus mengupayakan sebisa mungkin untuk meningkatkan
partisipasi perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan karena
melibatkan perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan berarti
meruntuhkan hambatan budaya dan struktural dengan menunjukkan bahwa

perempuan bisa mencapainya.
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DAFTAR LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk KPPRI

e Tentang KPPRI

e Bagaimana upaya KPPRI sebagai wadah perjuangan bagi perempuan
parlemen di tingkat pusat untuk mewujudkan hak perempuan dalam politik?

e Bagaimana upaya KPPRI dalam mewujudkan salah satu area kritis dalam
Beijing Declaration yaitu perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan
keputusan?

e Tantangan yang dihadapi KPPRI untuk mewujudkan hak perempuan dalam
politik?

e Media apa saja yang digunakan KPPRI untuk mewujudkan hak perempuan
dalam politik? Apakah media cetak, media sosial atau lainnya?

e Mengapa KPPRI menggunakan media tersebut untuk mewujudkan hak
perempuan dalam politik?

e Apadampak yang dirasakan dari penggunaan media tersebut dan kaitannya
dengan mewujudkan hak perempuan dalam politik?

e Penjelasan terkait fraksi balkon?

e Siapa saja anggota fraksi balkon?

e Apakah fraksi balkon ada di setiap rapat parlemen atau hanya ketika rapat
terkait isu-isu pro gender saja?

e Apa hubungan antara KPPRI dan fraksi balkon?

e Bagaimana sifat keanggotaan KPPRI?

e Peningkatan kapasitas seperti apa saja yang dilakukan KPPRI?
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